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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dampak implementasi program hilirisasi 

terhadap lingkungan hidup dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Program hilirisasi, meskipun 

bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, berpotensi menimbulkan kerusakan 

masif terhadap lingkungan yang menyebabkan dampak signifikan terhadap ekosistem, kesehatan 

manusia, dan kualitas hidup secara umum yang dapat melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang 

bersih dan sehat. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait hilirisasi dan 

perlindungan lingkungan di Indonesia,. Serta prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang 

relevan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yuridis untuk penyempurnaan 

kebijakan hilirisasi agar lebih memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak asasi 

manusia masyarakat yang berpotensi terdampak. 

Kata Kunci: Hilirisasi, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia 
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Abstract 

This research aims to legally analyze the impacts of the downstreaming program implementation on 

the environment from a Human Rights perspective. The downstreaming program, despite its objective 

to increase the added value of natural resources, has the potential to cause massive damage to the 

environment, leading to significant impacts on ecosystems, human health, and overall quality of life, 

which can violate the public's right to a clean and healthy environment. This research examines the laws 

and regulations related to downstreaming and environmental protection in Indonesia, It also examines 

relevant international human rights principles such as. The research findings are expected to provide 

legal recommendations for the improvement of downstreaming policies to better consider 

environmental protection aspects and the fulfillment of the human rights of potentially affected 

communities. 

Keywords: Downstreaming, Environment, Human Rights 

 

PENDAHULUAN 

Downstreaming atau value-adding, adalah tahapan akhir dalam rantai pasok, yaitu 

mengacu pada upaya untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan mendorong industri 

dalam negeri agar mengolah bahan tersebut menjadi barang jadi atau setengah jadi. 

Implementasi program hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Pulau Obi dan Weda, 

menimbulkan serangkaian pertanyaan dan kekhawatiran serius. Di Pulau Obi, masyarakat 

setempat dan organisasi lingkungan telah melaporkan fakta-fakta kerusakan lingkungan 

yang parah akibat operasi perusahaan, termasuk pencemaran sumber mata air, pesisir laut, 

dan ruang hidup mereka. Air laut di wilayah tersebut bahkan terindikasi tercemar limbah 

logam berat dengan kadar nikel yang jauh melebihi ambang batas baku mutu (Tren Asia, 

2023). Kasus serupa juga terjadi di Teluk Weda yang dilaporkan oleh Climate Right 

International (CRI), di mana aktivitas industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park 

(IWIP) menyebabkan deforestasi serta pencemaran udara dan air. Masyarakat lokal 

dilaporkan tidak dilibatkan dalam perencanaan dan analisis dampak lingkungan (AMDAL), 

serta mengalami pengambilan lahan tanpa persetujuan dan kompensasi yang adil (CRI, 

2024). 

Kerusakan lingkungan yang masif ini secara fundamental mengancam hak atas 

lingkungan hidup yang sehat, yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dan 

termaktub dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional (Kemal Pasha 

& Rr. Nanik Setyowati, 2023), sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan: Pasal 28 piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari ketetapan 

MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia; Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi manusia, Pasal 9 ayat (3). 

Mengingat kompleksitas dampak hilirisasi, penting untuk meninjau kerangka hukum 

terkait tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Kesadaran 

global akan hal ini telah melahirkan berbagai dokumen penting seperti United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR) dan The OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises (Bintag W. Putra, 2022). Dokumen-dokumen ini 

menekankan pentingnya Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (Human Rights Due Diligence - 

HRDD) sebagai upaya berkelanjutan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, 

dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi mereka (Lan Mei dkk, 2022). 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam Penelitian ini, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menelaah 

hukum sebagai kaidah dan bertujuan menemukan jawaban yang benar berdasarkan 

preskripsi hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Irwansyah, 2021). Teknik 

pengumpulan data studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi 

dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-

catatan dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis 

dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas didalam penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aturan Hukum Program Hilirisasi Terhadap Lingkungan Hidup Menurut Hak Asasi Manusia 

1. Hukum Internasional 

a. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggungjawab perusahaan merupakan 

sebuah konsep terhadap kerjasama manajemen bisnis antara perusahaan (tidak hanya PT) 

dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) yang secara langsung, maupun tidak 

langsung berinteraksi dengan perusahaan, di mana perusahaan mengintegrasikan 

kepedulian sosial dan lingkungan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan 

hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut. 
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b. United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights  

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs on BHR), 

terdiri dari tiga pilar adalah sebagai berikut (UNDP, 2023): 

1) Pillar 1 (Protect): “Pilar pertama ini dengan jelas menyatakan bahwa negara 

memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dari pelanggaran oleh 

pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis. (Medes Malaihollo, 2021). 

2) Pillar 2 (Respect): UNGP secara tegas menyatakan bahwa perusahaan bisnis 

memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti 

menghindari pelanggaran dan mengatasi dampak merugikan yang mereka 

sebabkan atau kontribusikan. (Medes Malaihollo, 2021). 

3) Pillar 3 (Remedy): Negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya akses ke 

pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM terkait bisnis. Demikian 

juga, perusahaan yang diharuskan untuk menyediakan atau berpartisipasi dalam 

mekanisme pengaduan tingkat operasional yang efektif, juga harus menunjukkan 

due diligence dalam proses tersebut (Medes Malaihollo, 2021). 

Sebagaimana dianalisis oleh Matilda Stickels dalam jurnalnya “Human Rights Due 

Diligence by Multinational Corporations: Should It Become a Legal Requirement or Remain 

as Good Corporate Social Responsibility?”, terdapat tren global yang signifikan menuju 

legalisasi HRDD. Stickels mengamati bahwa sejumlah negara Eropa telah memelopori 

inisiatif legislatif yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan uji tuntas hak asasi 

manusia, atau sedang dalam proses merumuskannya (Matilda Stickels, 2015). 

c. Organisation for Economic Co-operation and Development 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah organisasi 

internasional yang bertujuan untuk membentuk kebijakan yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi berkelanjutan, lapangan kerja, dan peningkatan standar hidup melalui pasar yang 

terbuka dan stabil, serta kebijakan ekonomi dan sosial yang saling mendukung (OECD 

Watch, 2012). 

d. Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) 

EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) adalah peraturan Uni 

Eropa yang mewajibkan perusahaan untuk mengelola risiko lingkungan dan hak asasi 

manusia dalam operasi dan rantai pasokan mereka. CSDDD memiliki cakupan kewajiban 

lingkungan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan UNGPs (Nicolas Bueno 

dkk, 2024). 



Copyright @ Enjelina Venesia Mokaliran, Ronny A. Maramis, Devy K. G. Sondakh 

e. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) 

Pasal 194 ayat 1 Unclos berbunyi: “Negara-negara harus mengambil, secara individual 

atau bersama-sama sebagaimana mestinya, semua tindakan yang konsisten dengan 

Konvensi ini yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan 

pencemaran lingkungan laut dari sumber mana pun, dengan menggunakan untuk tujuan 

ini sarana praktis terbaik yang tersedia bagi mereka dan sesuai dengan kemampuan 

mereka”. Kegiatan hilirisasi nikel seringkali melibatkan penambangan yang merusak lahan, 

sehingga menyebabkan erosi dan limpasan sedimen ke laut. Selain itu, proses pengolahan 

(smelting) dapat menghasilkan limbah cair dan padat yang, jika tidak dikelola dengan benar, 

akan dibuang atau mengalir ke lingkungan laut (Maretta Trimirza dkk, 2021). 

2. Hukum Nasional 

Hilirisasi bahan tambang nikel di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang ini merupakan respons 

terhadap berbagai dinamika dan kebutuhan dalam sektor pertambangan mineral dan 

batubara di Indonesia, termasuk nikel. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur berbagai aspek 

perlindungan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, dan 

tanggung jawab perusahaan. 

3. Praktik Negara 

Berbeda dengan Undang-Undang Kewajiban Uji Tuntas (Duty of Vigilance Law) yang 

bersifat reaktif-korektif, praktik yang dilakukan oleh negara-negara seperti Denmark dan 

Swedia lebih bersifat proaktif-preventif, Penulis menilai keberhasilan akuntabilitas hukum 

Prancis, yang terwujud melalui gugatan-gugatan terhadap korporasi besar seperti BNP 

Paribas dan TotalEnergies, serta pendekatan pembangunan berkelanjutan yang proaktif di 

Denmark dan Swedia, menjadi bukti nyata bahwa ekonomi hijau tidak menghambat 

pertumbuhan ekonomi.  

Implementasi Program Hilirisasi Terhadap Lingkungan Hidup Menurut Hak Asasi Manusia 

1. Dampak Lingkungan dari Program Hilirisasi dan Dualisme Pendekatan Akuntabilitas 

Lingkungan Antara Eropa dan Indonesia 

Studi kasus proyek hilirisasi nikel di Pulau Obi dan kompleks industri nikel PT Indonesia 

Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera menunjukkan dampak lingkungan yang 
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signifikan dan pelanggaran HAM. Berbagai laporan investigasi mengindikasikan adanya 

pencemaran ekstensif. Laporan Narasi Newsroom (2022) mengungkapkan bahwa Air laut di 

sekitar Desa Kawasi dan Sungai Todoku, Teluk Weda, serta Teluk Buli terkontaminasi nikel, 

krom heksavalen, tembaga, dan merkuri, jauh di atas batas aman. Ini mengakibatkan ikan 

rusak dan tidak layak konsumsi, serta mengganggu ekosistem laut. (Ades Suryaningtias, 

2024) 

Selain pencemaran air, Laporan Climate Right International (CRI) pada 17 Januari 2024 

mengenai PT IWIP di Halmahera menunjukkan terjadi deforestasi besar-besaran (sekitar 

2.916 hektar antara 2008-2023) untuk industri ini, yang juga mengoperasikan PLTU batu 

bara penghasil emisi gas rumah kaca. Masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam 

perencanaan AMDAL dan tanah mereka diambil paksa tanpa kompensasi layak, 

menyebabkan nelayan sulit mendapat ikan, irigasi tercemar, dan sumber air bersih 

terkontaminasi. Kasus serupa juga terjadi di Filipina, di mana penambangan nikel 

menyebabkan pencemaran air, kontaminasi lahan pertanian, debu, dan banjir akibat 

deforestasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun hilirisasi nikel memiliki potensi ekonomi, 

dampak lingkungan dan pelanggaran HAM akibat praktik pertambangan yang tidak 

bertanggung jawab menjadi perhatian serius di kedua negara. (Amnesty International, 

2024). 

Berbeda dengan kerangka hukum Eropa yang semakin memperkuat akuntabilitas 

korporasi, implementasi hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Pulau Obi dan Weda, 

menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan. Meskipun ada komitmen 

terhadap standar lingkungan, bukti di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara UU 

PPLH dengan praktik sebenarnya. Penting untuk dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah mengubah Pasal 88 UU PPLH, yang sebelumnya 

menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Perubahan ini berpotensi 

melemahkan mekanisme penegakan hukum lingkungan di Indonesia, karena frasa "tanpa 

perlu dibuktikan adanya kesalahan" telah dihilangkan. Kontras pendekatan regulasi ini 

berdampak pada kemampuan Indonesia untuk memenuhi komitmen Agenda 2030 PBB, 

yang menekankan prinsip "leaving no one behind" dan perlindungan HAM serta 

lingkungan. Sementara itu, Pasal 102 UU PPLH tetap menjadi instrumen penegakan hukum 

yang memberikan sanksi pidana dan denda bagi pihak yang mengelola limbah B3 tanpa 

izin. 
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2. Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia dan Penegakan 

Sanksi dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 66: setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Tanggung 

jawab pemerintah dalam pasal ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum 

(imunitas) kepada masyarakat dan aktivis lingkungan yang secara sah dan etis 

menyampaikan informasi, pengaduan, atau keberatan terkait dugaan pencemaran atau 

perusakan lingkungan. Pasal ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap gugatan strategis 

yang dirancang untuk menghambat partisipasi publik (SLAPP - Strategic Lawsuit Against 

Public Participation). 

3. Kendala Penuntutan Masyarakat Terkait Pelanggaran HAM Lingkungan 

Masyarakat yang menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) lingkungan 

dihadapkan pada berbagai rintangan kompleks saat mencoba menuntut keadilan. 

Meskipun ada kerangka hukum yang mengakui hak atas lingkungan yang sehat, 

implementasinya di lapangan seringkali jauh dari ideal. Kendala-kendala ini dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa aspek utama: Pertama: Kendala Hukum dan Prosedural 

(Kriminalisasi Pelapor dan Aktivis Melalui UU ITE, Menggunakan Taktik SLAPP (Strategic 

Lawsuit Against Public Participation), Beban Pembuktian yang Berat & Ketiadaan Sanksi 

Pidana Spesifik oleh UU Cipta Kerja, Akses Terbatas Terhadap Informasi, serta Proses Hukum 

yang Panjang dan Mahal). Kedua, Kendala Non-Hukum dan Sosial-Ekonomi (Ketimpangan 

Kekuatan (Power Imbalance), Intimidasi dan Retaliasi, Keterbatasan Kapasitas dan 

Pengetahuan, Ketergantungan Ekonomi pada Perusahaan, Kurangnya Dukungan Sosial dan 

Politik, serta Kurangnya Mekanisme Pemulihan yang Efektif). Ketiga, Kendala Kelembagaan 

dan Tata Kelola (Lemahnya Penegakan Hukum, Kesenjangan Koordinasi Antar Lembaga, 

serta Kurangnya Partisipasi Bermakna) (Nani Indrawati, 2024). 

 

SIMPULAN 

1. Secara internasional, United Nations Guiding Principles on Business and Human 

Rights (UNGPs on BHR) menjadi panduan utama. Sejalan dengan UNGPs, hukum 

kebiasaan internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum 

Laut (UNCLOS) khususnya Pasal 194 ayat (1) juga menggarisbawahi kewajiban untuk 

tidak merugikan lingkungan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
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Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan pengolahan dan pemurnian 

hasil tambang di dalam negeri sebagai bagian dari hilirisasi. Serta, melalui Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup juga telah menyediakan dasar regulasi untuk memastikan bahwa proses 

hilirisasi berjalan secara berkelanjutan dan menghormati hak masyarakat serta 

kelestarian lingkungan. Keberhasilan akuntabilitas hukum Prancis dan 

pembangunan berkelanjutan di Denmark, Swedia serta Norwegia membuktikan 

bahwa ekonomi hijau tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan 

menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja berkelanjutan. 

2. Implementasi program hilirisasi di Indonesia khususnya di Pulau Obi dan Weda, 

Maluku Utara, menunjukkan kesenjangan signifikan antara standar hukum 

lingkungan dan praktik di lapangan. Laporan-laporan dari organisasi maupun media 

secara jelas menyajikan bukti konkret mengenai pencemaran dan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan hilirisasi pertambangan. Pelemahan 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) 

secara fundamental mengikis kemampuan pemerintah untuk memenuhi amanat 

tersebut. Masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM lingkungan 

menghadapi berbagai kendala kompleks dalam menuntut keadilan, meliputi 

kendala hukum, kendala non-hukum, intimidasi, kurangnya dukungan sosial dan 

politik, ketergantungan ekonom), serta kendala kelembagaan (lemahnya penegakan 

hukum dan koordinasi). 
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